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Abstrak
 

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,

yakni mengkaji ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah

penyelesaian sengketa perbankan syariah ditinjau dari asas kebebasan berkontrak setelah adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Tujuan dari penelitian ini adalah dihubungkan dengan asas

kebebasan berkontrak. Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang pertama kali harus dilakukan

adalah melihat pilihan forum dan hukum yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Meskipun

Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, namun dalam penggunaan asas kebebasan berkontrak

tersebut banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri diantaranya adalah tidak boleh bertentangan dengan

peraturan yang berlaku serta tidak melanggar kepentingan umum.

Hal ini dapat dilihat dengan pembatasan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dimana menurut

Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 49 (i) UU No. 3 tahun 2006 tentang

Peradilan Agama, kewenangan memeriksa dan memutus sengketa perbankan syariah haruslah sesuai dengan

prinsip syariah sehingga kewenangan ada pada Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang memutuskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan

syariah merupakan yurisdiksi dari Peradilan Agama atau dapat dilaksanakan sesuai dengan isi Akad.

Sehingga, pemilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah haruslah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

......Research carried out in preparing this thesis was using normative juridical approach, which examines the

provisions of the legislation relating to the issue of Sharia banking dispute settlement in terms of the

principle of freedom of contract post the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 made. The

purpose of this study was to determine on how dispute settlement in Sharia banking in Indonesia works

related to the principle of freedom of contract. In Sharia banking dispute settlement, the first thing to do is to

look at the choice of forum and choice of law chosen by the parties to the dispute. Although Indonesia

adheres to the principle of freedom of contract, but in the use of this principle is restricted by the Civil Code

itself which are should not be contrary with existing regulations and does not violate the public interest.

The restrictions of this principle can be seen in Sharia banking dispute settlement, which according to

Article 55 of Law No.21 of 2008 concerning Sharia Banking in conjunction with Article 49 (i) of Law No. 3

2006 concerning Religious Courts, the authority to examine and decide upon is the jurisdiction of the

Religious Courts. It is consistent with the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012, which

decided that the dispute settlement in Sharia banking is a jurisdiction of the Religious Court or can be

implemented in accordance with the contents of Akad. To be concluded, the choice of forum in Sharia

banking dispute should be in accordance with the applicable regulations.
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